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K Tegaskan Perubahan
PBN Harus Disetujui DPR

Fleksibilitas dalam pelaksanaan APBN tidak dapat dimaknai sebagai pemberian
kewenangan vang tidak rerbaras.

JARARTA, KOMPAS — Mahlkamuh
Konstitisi menegaskan, sefiap
perubaban vang berdampak pa-
ida jumlah belanja pemerintaiy
pusal menurut funes barus le-
hih dule mendapatkan perse-
tujuan durt Dewsn Perwakilan
Rakwat, Artinya, pernbahan he-
lanja di dalam APBN hares di-
Iakulean melahi mekanisme
checks and bodinees oleh lem-
lagn perwakilan vakyat, tdak
biza ditentukan oleh pemerin-
tah sendieh melalud peratosn
presiden.

Oleh Kavena UL No 1772026
tentang APEN Tahun Angparan
2026 berdaku hingga 81 De
sember 2020, perubahan vang
telub ditetaphan mclalui per
pres sampai putusan MK di-
wapkan, letap s,

"Sehinggs, urgensi persetujo-
an DPR atas perubahan un
dang-wlang  vang  mengatur
tentome APBN lermiosuk Lam
pirammya, diherlakukan untuk
perubaban angsrran dulam un
dang-undang  wvang  mengatur
APEN setelah putusan ogow di-
uenpkam dan berlalan pada k-
hun-tshun  berikuatmva ™ kala
Hakim Kanstitusi Arsal Sani
saal membucabkan pertimbang-
Al putusan uji mareri sejumlah
pasal i dalam DU Ne 1772026
dalam sidang wang  dipimpin
olel Ketua MK Subartovo, Ra-
Taui {168 0260

MK mengabulkan sebugian
pertalionan vang  dinjukan
el Sajogyvo Institote, Asosiasi
Pemdamping Perempuan unfuk
Uzaha Kecil Mikro (ASSPUK),
Yoyusan Lembags Konsumens
Indomesia (YLKI. M FBuosym

ju

Mugoddas, Agus Samwono, dan
Kahigg Mubhammad yang didam-
pingt eleb 28 advokal den peng
ahi Bantoan hokum vang ter-
gabung dalum MBG Watch.
Mereka mempersoalkan se-
lah pesal A dalam UL Ne
I72025 tentang APEN Tahim
Angpuran 2026, khususnva Pa-
sal 8 Avat (5), Pasal O Avat {4),
Pasal 11 Avat {25 Vasal 13 Avat
{40, Pasal 44 Agat 11}, Pasal 2
Awat (1, dan Pasal 20 Ayat {1).

Dalan pertinihangan g
dibacakan Arsul, ME menvati-
it Kewenangan yvang telah di
herikan kepada p rintah di-
Tam Pasal % (30 harus dimakna
aphagal kewenangan yang her-
siful lidak tak terbotas, Pelak
sAnAATTVa fun tetap harus tun-
duk padis prinsips ehedis aad
Halanrces,

Fara pemohon juga momper
soalkan Pasal 14 Ayat (1) Hurof
b UL APBN Tahun Amggaran
2006 vang menvatakan, "Thana
Diesa sehaggaims dimaksud
dalam Tasal 9@ Avat (2 Hurof 7
dirvnc sebuesar Bp 6057
trilivm yang terdivi atas Rp RO57
rliun pengalokaistannya dihi-
tung pada talin anggaran se-
belum tahun anggaran bergalin
berdasarkan formula; dan se-
biesar Hp 1 triliun pengaloka-
siannyn dilitong pada tatnm
anggaran berjalan sebagai in-
sentif desa dandatan melaksa-
nakan  kebijakan  emerintih
Pusat”

Tars pemobon mempersosl-
kawe frasa “domytan melaksa
nakan kehijakan  Pemerintzh
Pusat” vang dimilas telah me
rengmut ntonomi ashi desa dan

dishkresi Kepala desay)
kat dalmm menentukan prio-
ritas prmbanguoen lokal ber
hasia kebotulan riil warga,
Terhadap permuhonan ter-
sebnt, Hakim Komstitusi Adies
Kadir (st membecakian per-
timbangan mengatakan, pong-
wrunaan brass “den/atan” dalam
pasal tersehut Heak dapat di-
tafsivkan sebapgsi pemberian ke-
wenangan kepada i
pusat untuk mengamb
weningan petierintal des,
MK menepuskan, meski pe-
rietitttah pusal—momiliki ke-
wenangan untuk menetaplan
herangha pengalolasian. penva
luran, pengounaan, hingga mo-
nibering dan evalust, dalam pe
laksanaanmys tetap menjadi ke-
weniigan pemerintah desa,
"Okeh karena itu, kewenang-
an pemerintal pusat iduk da
pat” dipahami sehagai  kewe-
nungan perch unluk menen
tukan arah seluruh penggimaan
dina desa lanpa melibatlan pe
h desa dalam pelaksa-
naannya,” bepas Adies
ME juga memberi pemak-
nuant ferhadap Pasal 29 Aval (1)
UL APBM Tabun  Anggaran
20626 twerkant diskresi hebyukan
krisis atan ancaman ekoan,
Menurut ME, pasal tersebul
et dipahann dengan kewe-
nangan  pemerintah dalam
mmergiinhil langkah kebijakan
liskal vang pada dasarmys me-
upakan bagian dari kewenang-
an penyelengdaraan pemerin-
tahan untuk menjga keber
langsungan perekonomian.
Nomun, mesurul ME ke
wenangan tersehut harus di-

Taksanakun dalum batas balas
konstitnzioal karena berkaitan
langsung denpgan pengelolaan
kemangan negara dan pengen-
naan sumber diya yang ber-
smber avggaran egara.

Oleh kareny ile, pemberiin
Fewerangan kepada pemerin-
tah untuk mengambil kebijakan
terhadap pendapatan negam,
helanja negara, dan atsu pem-
higyman anggaran harus div-
muskan secars jeliss Aumusan
itu, st Jain, mengenal ke
aduwan yang menjadi dasar ke-
wemangan, ruang lingkup tin
dlakan yang dapat dilskukan.
serla mekanisme  pengiwasn
terhadap peliksansanny.

ME menvatakan, Undikan
cepat dari pemerintah memang
diperlukan denga muenctapkan
langkah - antigipatit dan  res-
ponsil gara mencegah meluas
nva tiampak ancanan terhacdap
Yondist Oskal, perckonomian
nasional, maupun stahilitas ke-
vangar Dalam kondisi demi
kian, ME sependapat habwea di-
periukan Meksibilitas terlentu
dalam pelakzansm APRN Na-
mun, menurul ME, Qeksibilitas
itu tidak dapat dimaknai se-
buagal pemberian kewenungan
vang tidak terhatas

Perlu dikawal

Perwakilan  Koalist - MBG
Warch, Molamimad Salch, -
usai persidangan mengalakan,
ada tiga poin besar vang di
sampaikan ME dalam putusan-
nvie Pertama, MK menegaskan
tidak bokel pemerintsh seenak-
nva menggunakian lumpirn UU

APEN dan peraturan di hawsh

jadi kebijakan besar”

UL APEN untuk mengulbah ke
hijakan prioritas vang ditetap-
k.

Kedun, fidak haobeh ada peng-
vunaan dana desa wntuk ke-
himuham Makan Rergizi Gratis
(MBG) Penprunzan dana dess
dan insentif desa hares meng-
arn pada program vang telah
ditetaplan  pemerintah desa,
Ketiga, feksibilitas fiskal dalam
LI APBN revhotas dan tidak
holeh seenskoya dinbah terlal
janh untuk kebutshan-Keb-
tubian tertentu.

"Poin pentingnye, MK me
negashan hahwa APEN itu
alalaby Dukan andang- undang
yang mengubah struktur ang-
garan, bukan wodang undang
yvang menguhah ke wn dan
progrom, Nah, masalad 1
iniadalah MBI itu sdalah prog-
ram vang tdak mla undang un
dangnyva, tetapi mengginakan
UL APEN seolah ol dis men
katanya.

Salah salu pemobon, Subig
Muhamimad, mengatakan, pu-

desa dan insentif desa harya
boleh dilabsanzbkan vleh peme-
vinkal desa dan tidak hileh di-
laksunakan  oleh  pemerintab
pmsat,

"Murt,  kats kawal  ber-
sart-saa dengan selurib ma-
svarakal, bahwa apa vund men-
jadi Tk ivasyarak alui da-
na desa maupun nitil desa,
ihu meerupakon hak sera war-
o nuagyarakat, Jadi, tidak bodeh
wnluk kepeduan lain, termasuk
untuk keperluan MBG, KDMP
vang sarmped saat ind bebum ada
kejelasan,” kata Sahin. (aNa)
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